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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa urusan pemermtahan b1dang pertaman bldang pangan © -

~ dan bldang kelautan dan- perlkanan sub bldang perlkanan di

o

: Daerah dilaksanakan oleh Dlnas Pertanlan Pangan dan ‘

Perlkanan,

bahwa guna - kelancaran dan ketertlban penyelenggaraan
_ Pemermtahan Daerah maka perlu- dlatur struktur, . tugas,
fung31 dan tata kerja,
-bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga1mana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
‘tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. dan . Fungsi.

: serta Tata Kerja Dinas’ Pertanlan Pangan dan Per1kanan

. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1n31 Jawa
Tengah ‘

y Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan

- Daerah ‘(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2014

| g.Norr[lor 244, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

; ,}Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir
dengan ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Clpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

'NorJnor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

N Nor’nor 6573);

[

|

|



Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahﬁn 2016 tentang Perangkat
| - ~ . S

Daerah (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2016

Nomoi' 114, Tambahan Lembaran Negara Republikjndonesia
! ‘ , :

Nomo[r 5887) sebagaimana telah “diubah | dengan Peraturan
\

Pemermtah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a
Nomc|>r 6402);

g Peraturan Daerah Kabupaten . Karanganyar Nomor 16
Tahqn 2016 tentang Pembentukan dan ‘Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah
dlubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Norn‘or 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah

Kaﬂupaten Karanganyar Nomor 1 13);

N MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG . KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN. -

| - BABI1.
- KETENTUAN UMUM

| : Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. ‘P’emermtah Daerah = adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan ‘Daerah  yang memimpin
_ pelaksanaan urusan pemerlntahan yang menjad1 kewenangan

Daerah Otonom.
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3. - Bupatl adalah Bupatl Karanganyar

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang men_]adl kewenangan Daerah.

S. Sekrctdns Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah

Vun.sur Pembantu Pimpiriar# Pemerintah Daerah yang bertugas_
menéobrdinasikan Perangkat Daerah. S

‘6. Dina$ Pertanian, Pangan dan Perikanan selanjutnya disebut
Dispértan PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
'urusl'm'pemerintahan \bidyang pertanian, bidang pangan dan
bidaﬁg kelautan dan perikanan sub bidang perikanan di
Daerah | | :

7. Kepala Dmas adalah P1mp1nan dari Perangkat‘ Daerah -
Dlspertan PP.

8. Un1t Pelaksana Teknis Dinas yang selan_]utnya d1s1ngkat UPTD

, adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur teknis
pem’J.nj ang terténtu pada Dispertan PP.

9. Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 10. Subkoordmator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang

d1ber1kan tugas dan fungsi koordinasi serta .pengelolaan

keglatan sesuai b1dang tugasnya dalam suatu satuan kerjak» o

sebagalmana diatur peraturan perundang-undangan tentang
organ1sa31 dan tata kerja instansi.

| o
BAB II ,
| KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

5 Pasal 2 _
Dlspertan PP dipimpin . oleh Kepala Dinas 'di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

.- } _ Pasal 3
(1) Suéunan organisasi Dispertan PP terdiri dari :
a. ?(epala’ Dinas; o
b. Sekretariat, membawahkan:
:1. Subbagian Keuangan;
2 Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

}3 Kelompok Jabatan Fungsional.



. C. Bide‘mg ‘Tanéfnén Pangan dan Hortikultura, mefnbawahkan
Kelompok J abatan Fungsional;

~d. Bidang Perkebunan, ' membawahkan Kelompok Jabatan

- Fun\gsmnal

el Bldalmg Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkanr'
Kelompok Jabatan Fungs1ona1

f. Bidang Peternakan dan ‘Kesehatari Hewan, membawahkanf
' Kelompok Jabatan Fungsmnal ‘

g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan Kelompok
: Jabz&tan Fungsional; | ; S _
h. Bida&ig Perikanan, membawahkan Kelompok' Jabatan
: Fungsmnal ' . ‘
i. UPTD dan
. Kel&mpok Jabatan Fungsmnal | B
(2) Bagan | - Susunan Organ1sa31 Dlsiaertan PP sebagaimana
| tercanturn dalam Lamplran yang merupakan bagian yang tidak
terp1sahkan dan Peraturan Bupat1 ini.©

| | BAB-III’
 TUGAS DAN FUNGSI

Bagiéin Kesatu
Kepala Dinas

Pasal4 R
Kepala Dmas “mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemenntahan bidang pertaman, bidang
‘pangan dan bidang kelautan dan penk_anan‘ sub bidang perikanan.

,l o : Pasal S
- Dalam. melaksanakan tugas sebageurnana dlmaksud dalam Pasal 4
Kepala D1rl1as mempunyai fungsi :*
a. Perumtllsan kebijakan teknis di bidang pertaman bidang pangan
dan bxdang kelautan dan per1kanan sub bidang penkanan yang
. menjadl kewenangan Pemermtah Daerah dan tugas perbantuan
yang dxtuga kan; ; ' ~
b pelaksanaan kebijakan tekms di bldang pertaman b1dang
pangan’ dan bldang kelautan dan perikanan sub bidang -
penkanan yang. menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan
tugas ﬂerbantuan yang ditugaskan;



c pelaksanaan evalua51 dw

'pelaporan teknis di bldang pertaman
bldang pangan dan b1dang kelautan dan perlkanan sub b1dang
penkanan yang menJadx kewenangan Pemermtah Daerah dan
tugas perbantuan yang ditugaskan;

d pelaksanaan administrasi Dispertan PP; dan

e. pelaks‘anaan fungsi laun yang sesuai dengan tugas dan

fungsihya.

|

Bagian Kedua

|

ah

\ : - Sekretariat
l .

| Pasal 6
\

( )Sekretar1at sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

(2) Sekretarlat dipimpin oleh ' Sekretaris, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
‘ Pasal 7

Sekretarls mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan

dan pel‘aksanaa_n kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi, \ pelaporan. meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum,

keuangaﬂ, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,

I . .
dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,

kepegawaian dan pelayanan administrasi Dispertan PP.

|
|
3 ' _ Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,7,

Sekretaris mempunyai fungsi:
A
b

C

t . :
pengo?rdinasian kegiatan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;

. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

melipﬁti. ketatausahaan, " keuan;gan, hukum, huburigan

\ . _ ) .
masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
\ ye

. pengoordmaman tata laksana,

€. pengoordmasmn dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

|
|
|
|
|



(1)

(2)

(1)

pengoorc‘iinasi’éﬁ pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

. 'penyeler‘lggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah -

dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

. pelakéanaan monitoring, e\}aluasi_ dan pelaporan sesuai dengan

|
lingkup tugasnya; dan
pelaksaﬁaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

|

\ : Pasal 9

Subbag%an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b‘ ahgka 1, dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada
dlbawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala \Subbaglan Keuangan sebagaumana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perenca’naan | program kerja,y pengelolaan keuangan, aset
Daerah dan pelaporan.

| , -. Pasal 10 .
Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b langka 2, d1p1mp1n oleh seorang Kepala Subbagian yang

. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Kepala ] Subbaglan Umum dan Kepegawalan sebagalmana

' dlmaksud pada ayat (1) mempunya1 tugas penylapan bahan

'perumusan,. pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan,

(1)

evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan,
keuanga\n ketatausahaan, hukum, informasi dan kehumasan,
ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kears1pan

kepegawalan, dan pelayanan adm1mstraS1 Dlspertan PP,
| l

Bag1an Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortlkultura

Pasal 11 , :
Bldang ’I‘anaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur
pembantu Kepala D1nas o

|

|
|

|
\
| 1
]



' (2) Bidang| Tanaman Pangan dan Hortlkultura dipimpih oleh

Kepala B1dang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dlnas '
f |  Pasal 12
Kepala B1dang Tanaman Pangan dan Hort1kultura bertugas
melaksanakan peny1apan perumusan kebuakan, pelaksanaan -
kebl_)akan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan
dan Hortlkultura ‘
E Pasal 13
Dalam- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam -
_ Pasal 12 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyau fungsi: | '
a. peny1apan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan
dan hortlkultura, :
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan b1dang tanaman
pangan dan hortikultura; ‘
C.. penylapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman
pangan dan hortikultura; dan ‘ |
d. pelal}{sanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
. " Bagian Keempat
| ‘ Bidang Perkebunan '

] Pasal 14 ,

(1) Bidéng Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayajt’ (1) huruf d adalah unsur pembantu Kepala Dinas. :

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

\ ' ,

\‘ ‘ Pasal 15

,Kepala B1dang Perkebunan bertugas melaksanakan penylapan
>

~perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evalua31 dan

pelaporan di bidang Perkebunan. ’

|

(! Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ’dalam
Pasal 15, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pény1apan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan:

|
J
|
|



. penYiapari‘ bahan 'évaluasi»’dan' pelaporan bidang perkebunan;
dan | ' ' '

d pelaksanaan tugas lain sesual dengan tugas fungsmya

Baglan Kehma )
B1dang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan ‘

, : k Pasal 17 [y
(1) Bxdang Prasarana, Sarana ~dan Penyuluhan sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur.

pemb‘antu Kepala Dinas.

2 )Bldang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh.

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dlnas

; Pasal 18
. Kepala |Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas
| melaksanakan penyiapan perumusan kebljakan pelaksanaan

kebgakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sarana L
dan penyu‘uhan pertanian. |

Pasal 19 : SRR
- Dalam | melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam

Pasal ‘18 Kepala B1dang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

mempunya1 fungsi:

a. penylapan bahan perumusan kebgakan bxdang prasarana

~ sarana dan penyuluhan pertanian; )
b. pen3(f1apan bahan - pelaksanaan kebljakan bldang prasarana,

sarana dan penyuluhan pertaman, ,

c. penyxapan bahan evaluas1 dan pelaporan b1dang prasarana,
k sarana dan penyuluhan pertanian; dan
d. pele)tksanaan tggas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Peternékan dan Kesehatan Hewan -

, ~ Pasal 20 ' i
(1 )Bid’ang Peternakan dan Kesehatan Hewan j sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat - (1) "huruf ' f adalah unsur

pembantu Kepala Dinas..




(2) Bidang Feternakaﬁ dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala
Bidang, berada d1 bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

|
‘ ‘ ' Pasal 21

Kepala Bldang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan!serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan

Dinas.

kesehatan hewan.
‘ |
%  Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyau fungsi : 4 -

a. penyiapan bahan perumusan kebljakan bidang peternakan dan

kesehé.tan hewan; ,
b. penylapan bahan pelaksanaan keb1_]akan b1dang peternakan dan‘

kesehatan hewan;

C. penylapan bahan evaluasi dan pelaporan bldang peternakan dan '

kesehatan hewan; dan _
d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsmya

| . Bagian Ketujuh
o - Bidang Ketahanan Pangan

i Pasal 23

(1) B1dang Ketahanan Pangan sebaga1mana dlmaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

(2) Blda‘ng Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

|

|

Pasai 24

Kepalaf Bidang Ketahanan . Pangan bertugas melaksanakan

peny1apan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta
evaluas1 dan pelaporan di bidang ketahanan pangan.

: ; : | Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam

Pasal 24 Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunya1 fungs1

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang- ketahanan

|
pangan;

o ot o o em -



b. penyiapan bahan pelaksanaian kebijakan bidang ketahanan
J A . _

pangan;- - : |

C. penyiap;anfbahan evaluasi dan pelaporan bidang k¢tahanan

pangan, dan ' ' :

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsmya

, Bagian Kedéla{pan

Bidang Perikanan

Pasal 26 ,
(1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
| ayatr (lj) huruf h adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
(2) Bidané Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
baWah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
' ’ | Pasal 27 -
Kepala | ;Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan
perumu?an kgbijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelapor%n di bidang Perikanan.
|
] , Pasal 28

Dalam | melaksanakan . tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 Kepala Bidang Perikanan mempunyéi fungsi: |

a. penylapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;

b. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;

C. penylapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perlkanan, dan
~ d. pelaksanaan tugaé lain sésuai dengan tugas fuhgsinya
i‘ ‘ | Ba-gian‘Kesembilan
.  UPTD

’ | : " - Pasal 29 _
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
tekms penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

2) UP"’I‘D sebaga1mana dimaksud pada ayat (1); dipimpin oleh

Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kqpada Kepala Dinas.

g

|

=



t

(3) Ketentuan lebih lanJut mengena1 pembentukan UPTD diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.
|
\
i
\
| | | |
] o ~ Pasal 30
(1) Keld_mpok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

Bagian Kesepuluh /
Kelompok Jabatan Fungsional

pera{turan pei'undang-uﬁdangan berada = dibawah dan
bertanggung]awab kepada Kepala Bidang. f
2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada !

ayat\ (1), ditentukan beljdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
“ "~ Pasal 31

: [ o
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional
| .
yang ~terbagi dalam kelompok sesuai dengan .bidang
: keahiliannya.

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

padalj ayat (1), diatur sesuai »perafuran perundang-undangan.

\

| :
| ' Pasal 32

(1) Padai Kelompok | Jabatan Fungsional. dapatt dibentuk
Subléoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
Sekretarlat/ Bldang . v -

(2) Jems dan _]umlah Subkoordmator ditetapkan oleh Bupati atas
usulqn Kepala Dinas.

| |
1 “ " Pasal 53 .

Jabatan Fungsxonal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab

kepada Kepala " Dinas  melalui Subbag1an ~dan/atau

Bidang/ Sekretans sesuai jenis dan JenJang jabatannya yang

memiliki | keterkautan dengan pelaksanaan tugas Jabatan

Fungmonal

|-



BAB IV
TATA KERJA

- Pasal 34 , 1
- Kepala DiTlas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan
pemerintapankepada Bupati. -

|
|
i

\ ' Pasal 35 , | .
Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan,

analisis beban kerja, evaluasi jabatan' dan standar kompetensi
jabatan kepada Bupati.

|
‘ Pasal 36

(1) Kepalaj Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian

dalam | melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, -

integraim dan sinkronisasi.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bldang, dan Kepala Subbagian
' melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
(3) Kepalal Dinas, Sekretaris, Kepala Bldang, dan Kepala Subbagian
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
|
/ ._ Pasal 37 _
(1) Kepala} Dinas ber{:anggung jawéb memimpin, mengoordinasikan
dan membenkan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas

bawah?n

(2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan
mengamb11 langkah- langkah yang d1per1ukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| |
Pasal 38 . .
Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada
Waktunyg.
B Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib

rnelakukan koord1nas1 dengan Camat.

o



| 'BABV:
o KETENTUAN PERALIHAN

; Pasal 40 : ,
(1) PeJabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupat1 ini
tetap menduduk1 _]abatannya dan melaksanakan tugasnya |

saml‘)al dengan d1tetapkannya pe_]abat yang baru berdasarkan

~Pera‘turan Bupati ini.
(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupau
~ ini tetap menduduki _]abatannya dan melaksanakan tugasnya
sampal dengan ditetapkannya Jabatan Fungs1ona1 sesuai
o dengan ketentuan yang berlaku. .
(3) Pejabat Pelaksana sebagaunana dxmaksud pada ayat (2)

bertanggung)awab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BABVI |
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41 : :

'D1spertan PP dalam melaksanakan Urusan Pemermtahan dan
tugas pernbantuan dengan Perangkat Daerah Provinsi ‘bersifat
koordm’atlf dan fungsmnal untuk menymkronkan pelaksanaan o

tugas dan fungsi masmg-masmg.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengena1 uraian tugas setlap Jabatan

|
diatur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 43 s
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019 tentang Ke,d'udukah, |

- Susunan "Organisasi, Tugas, Fungsi ‘dan Tata" Kerja Dinas |

\
Pertanian, Pangan dan Per1kanan (Berita Daerah Kabupaten

Karan‘ganyar Tahun 2019 Nomor 108) d1cabut ‘dan dlnyatakan‘

tidak. berlaku




Pasal }44

Peraturan‘ Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupateh Karanganyar.

; Ditetapkan di Karanganyar
| pada tanggal 31 Desember 2021
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Diundangkan di Karangan‘yar
l
pada tanggal 31 Desembeﬁ 2021
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' Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Kepala Dinas
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